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1. Pasal 18 ayat (6) 'Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-l.:ndang Nomor 13 Ttthun 1950 ten tang Pembentukan

Dacrah-Daerah Kabupaten da1am Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Mengingat

Menimbang a. bahwa seiring dengan telah ditetapkannya Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium

Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layarian Umum Daerah,

maka ketentuan dalam Peraturan Dupati Grobogan No:nor 15

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Kesehatan eli Lingkungan Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang
undangan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagimana dimaksud dalam

huruf a, perl~ menetapknn Pcraturan Bupati ten tang
Pencabutan Pcraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Lingkungan Dinas Kesehatan;

BUPATIGROBOGAJ'l,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

PENCABUTAN PERATURAN HUPATI GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

TENTANG

PERATURANBUPATIGROBOOAN

NOMOR'1:lJ TAHUN 2019

BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH
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PERATURANBUPATI TENTANn PENCABUTAN PERATURAN

BUPAT! GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANO

PE'l'UNJUK PEl...A.KSANAAN RETRlBUSl PELAYANAN
KES!,;HATAN01 LINGKUNGANDlNASKESEHATAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan

Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Repubbk Indonesia

Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Pcrbcndaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 't'ahun :l004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ILembw-au Negara Republik Indobesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahari Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tabun 2014

tentang Pcmcrintahan Daerah (Lcmbaran Negwa Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeJolaan Kp.llAngan Badari Layanan Umum (Lembaran

Megan Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara I<epubllk Indonesia Nomor 4502) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pt'mgp.lolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lernbaran Negara Republik: Indoueeia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri OaIam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tabun 2018 Nomor 1213);
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BERlTADAERAH KAHUPATEN GROBOGANTAHUN 2019 NOMOR

Diundangkan di Purworladi

pads. tanggal 9. \ ,J ~ s-o tj

Dit'~~l~~diPurwodadi

l:ir b~-.5 '2.¬ >>\j
TI GIlliBO~~

It---
~. ;,(.('<SRI SUMARNI

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati inidengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan

Pasa12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI eli

undangkan.

Pasall

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di

Lingkungan Dinas Kesehatan [Berita Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2012 Nemer 13) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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